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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR  77  TAHUN  2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL  

RAKYAT BANTEN BERSATU  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2017 Nomor 49), perlu melakukan 

pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan 

Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat 

Banten Bersatu. 

 

Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  

Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2017 Nomor 49). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN 

SOSIAL RAKYAT BANTEN BERSATU. 

 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang  Petunjuk 

Pelaksanaan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 14 November 2017 

GUBERNUR BANTEN, 

ttd 

WAHIDIN HALIM 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 14 November 2017  

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

ttd 

RANTA SOEHARTA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 77 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 ttd 
 

 AGUS MINTONO, SH. M.Si 
 Pembina Tk. I 
 NIP. 19680805 199803 1 010 
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